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ABSTRAK 
MUH RISWAN (B11110432). Penetapan Itsbat Nikah Massal Oleh 
Pengadilan Agama Makassar. Dibimbing oleh bapak Sukarno 
Aburaera sebagai pembimbing I dan Achmad sebagai pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dan dasar 
hukum hakim dalam memutus perkara itsbat nikah terhadap nikah sirri 
yang terjadi setelah tahun 1974 pada penetapan itsbat nikah massal oleh 
Pengadilan Agama Makassar dan untuk mengetahui pandangan hakim 
Pengadilan Agama Makassar mengenai dampak yang terjadi serta solusi 
yang diberikan ketika permohonan itsbat nikah terhadap nikah sirri yang 
terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan dikabulkan. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yang berlokasi di 
Pengadilan Agama Makassar. Dengan melakukan wawancara langsung 
kepada beberapa hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada 
itsbat nikah massal. 
 Adapun hasil yang diperoleh melalui penelitian ini, yakni: (1) 
Pertimbangan yang digunakan oleh hakim ketika mengabulkan perkara 
itsbat nikah tersebut yaitu untuk menjaga kemaslahatan anggota keluarga, 
melindungi kepentingan anak yang lahir dari pasangan nikah sirri tersebut. 
Kemudian dasar hukum yang digunakan yaitu Pasal 7 ayat (3e) KHI 
dengan terlebih dahulu melihat fakta perkawinan dari setiap pasangan. (2) 
Hakim Pengadilan Agama Makassar menyadari adanya dampak yang 
muncul ketika mengabulkan setiap perkara itsbat nikah khususnya 
terhadap nikah sirri. Dampak tersebut diantaranya: (a) masyarakat sudah 
banyak yang berfikiran menggampangkan dan menyepelekan pencatatan 
nikah; (b) pernikahan sirri di Indonesia akan semakin subur; (c) 
menimbulkan fikiran dalam masyarakat bahwa nikah sah menurut agama 
saja itu sudah cukup sehingga tidak perlu memakai aturan-aturan negara; 
(d) kepercayaan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan berkurang; (e) masyarakat seakan menyepelekan UU 
Perkawinan tersebut. Dalam hal ini hakim Pengadilan Agama memberikan 
solusi yaitu Pemerintah dengan melibatkan banyak pihak (instansi lain) 
harus rutin dan berkelanjutan melakukan sosialisasi berupa penyuluhan 
kepada masyarakat di kota maupun di desa-desa mengenai perkawinan 
dan segala hal yang berkaitan dengan perkawinan utamanya mengenai 
pentingnya pencatatan nikah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada 
hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan 
terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa 
penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam 
dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.1 Salah satu 
peristiwa hukum yang penting untuk diberikan perlindungan oleh Negara 
adalah peristiwa perkawinan setiap warganya. 
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 
atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa.2 Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diketahui 
bahwasanya perkawinan bukan hanya sebagai suatu peristiwa hukum 
biasa tetapi juga merupakan ikatan suci yang mana memiliki tujuan 
tertentu. Oleh karena itu setiap permasalahan yang muncul harus segera 
ada jalan keluar untuk itu karena akan menganggu pencapaian tujuan 
tersebut. 
                                                           
1
UU No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, Konsideran, Huruf (a). 
2
UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.  
2 
Mengenai perkawinan, Negara telah berusaha untuk menata 
perkawinan warganya dengan membuat beberapa aturan diantaranya UU 
No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, UU No. 
32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh 
daerah luar Jawa dan Madura, kemudian pada Tahun 1974 Negara 
kembali membuat suatu aturan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan yang berlaku nasional serta mengganti dan menyatakan tidak 
berlaku lagi UU sebelumnya. Pada dasarnya UU No. 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan (selanjutnya dalam hal ini disingkat dengan UUP) 
merupakan sumber hukum materiil dalam lingkungan peradilan. 
Namun saat ini mengenai perkawinan khususnya bagi masyarakat 
muslim dalam perkara peradilan tidak sepenuhnya merujuk pada UUP 
tersebut. Sebagai contoh dalam masalah itsbat nikah tidak diatur secara 
tegas dalam UU tersebut, melainkan diatur  dalam Kompilasi Hukum Islam 
(KHI). Dengan kata lain itsbat nikah sebagai solusi bagi perkawinan yang 
tidak tercatat (nikah sirri), tidak diatur dalam UUP.  
Pengaturan mengenai itsbat nikah secara tegas diatur dalam Inpres 
No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu pada Pasal 7 
Ayat (2), (3) dan Ayat (4). Kemudian jika dicermati, ketika dihubungkan 
pelaksanaan antara UUP dengan Kompilasi Hukum Islam, maka akan 
didapat beberapa kelemahan. Dalam KHI dijelaskan bahwa,  “itsbat nikah 
yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas ketika adanya perkawinan 
3 
yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974”.3 Artinya jika 
mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 7 Ayat (3d) 
dan UUP ketika seseorang menikah sebelum adanya UUP tersebut 
(sebelum tahun 1974) maka diperkenankan untuk melakukan itsbat nikah, 
karena pada saat itu peraturan yang ada merupakan peraturan yang 
hanya berisi hukum formil, yang sebelumnya tidak dikenal bagi golongan 
Islam, karena bagi umat Islam hanya berlaku hukum adat.4 Akan tetapi 
setelah adanya UU Perkawinan yang merupakan hukum materiil yang 
berlaku nasional untuk saat ini, maka tidak ada lagi pihak yang 
diperbolehkan menikah sirri (nikah dibawah tangan), setiap perkawinan 
yang berlangsung harus dicatatkan. Oleh karenanya itsbat nikah terhadap 
nikah sirri untuk saat ini tidak diperkenankan. Jika mencermati lebih lanjut 
tujuan dari UUP, maka salah satu tujuan utama disahkannya UU tersebut 
adalah sebagai upaya penertiban hukum terhadap pernikahan yang 
dilakukan oleh masyarakat Indonesia, dengan kata lain setelah berlakunya 
UU ini tidak ada lagi perkawinan yang tidak tercatatkan artinya tidak ada 
lagi nikah sirri atau perkawinan yang tidak tercatatkan yang kemudian 
pada akhirnya memerlukan proses pengesahan. Sehingga dengan jelas 
bahwa UUP tidak menginginkan adanya itsbat nikah terhadap nikah sirri 
pada saat sekarang ini. 
                                                           
3
Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 Ayat (3d). 
4
Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, 1975, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bulan 
Bintang, Jakarta, hlm. 46. 
4 
Seperti yang tercantum dalam UUP, pada Pasal 2 dijelaskan, ayat 
(1) berbunyi  “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing 
masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sedangkan dalam Pasal 2 
ayat (2) dijelaskan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku”.5 Dalam UUP Pasal 2 ayat (1) dan (2) 
tersebut mempunyai makna bahwa sesungguhnya setelah terbitnya UU 
No. 1 Tahun 1974 tidak ada lagi pernikahan yang tidak dicatatkan di 
Kantor Urusan Agama (KUA). Hal tersebut juga sebagai penertiban 
pernikahan, dengan adanya pencatatan nikah ini, sebagai 
konsekuensinya masyarakat akan mendapatkan pengakuan yang sah 
oleh hukum terhadap pernikahan tersebut dan akan mendapatkan 
perlindungan hukum jika suatu saat nanti terjadi sengketa hukum terkait 
dengan perceraian, pembagian waris, wakaf, dan lain sebagainya tetapi 
apabila tidak dicatatkannya, maka pernikahan tersebut akan menimbulkan 
dampak dimasyarakat. 6  
Akan tetapi melihat fakta yang terjadi saat sekarang ini masih 
banyak perkara itsbat nikah dalam hal pengesahan nikah terhadap nikah 
sirri yang masuk, diperiksa dan diputus dalam lingkungan Peradilan 
Agama, walaupun pernikahan sirri tersebut terjadi setelah adanya UU 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Melihat hal tersebut, pihak Pengadilan 
Agama terkesan tidak mengindahkan UUP. Namun  kemudian pada Pasal 
                                                           
5
UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan. 
6
Mawardi Amien, Kepastian Hukum “Itsbat Nikah” Terhadap Status Perkawinan, Status 
Anak dan Status Harta Perkawinan”, Laporan Penelitian, Puslitbang Kumdil MA-RI, 
November 2012, hlm. 27. 
5 
7 ayat (3e) dalam Kompilasi Hukum Islam tampaknya memberikan celah 
hukum sehingga seorang hakim mempunyai pertimbangan khusus dalam 
mengabulkan perkara itsbat nikah dimana dalam Pasal tersebut 
dijelaskan, “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak 
mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974”.7 Sehingga dengan pertimbangan khusus tersebut, saat sekarang 
ini hakim tetap memeriksa dan memutus perkara itsbat nikah termasuk 
itsbat nikah terhadap nikah sirri yang terjadi setelah tahun 1974. 
Itsbat nikah yang menjadi solusi untuk pemecahan masalah bagi 
perkawinan yang tidak tercatatkan juga bisa menjadi celah bagi mereka 
para pasangan yang telah lebih dulu melaksanakan perkawinan tanpa 
mematuhi peraturan yang berlaku untuk bisa mendapatkan status hukum 
bagi perkawinannya tersebut. Dengan kata lain itsbat nikah bisa menjadi 
pisau bermata dua dimana salah satu sisinya sebagai solusi untuk 
permasalahan ini dan di sisi yang lainnya bisa menjadi jalan pintas bagi 
mereka yang sebelumnya telah melaksanakan perkawinan yang ilegal 
secara hukum agar bisa mendapatkan kepastian hukum dan menjadikan 
perkawinannya tersebut legal atau sah menurut hukum. 
Pengadilan Agama yang memeriksa, mengadili dan memutus 
perkara itsbat nikah harus mendapat perhatian dalam pelaksanaannya, 
hakim dengan segala wawasannya harus mempertimbangkan segala 
                                                           
7
UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (3e). 
6 
sesuatunya dengan arif, sehingga pelaksanaan tetap sesuai dengan 
mekanisme yang ada serta sesuai dengan hukum acara yang berlaku. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk 
mengangkat judul “Penetapan Itsbat Nikah Massal Oleh Pengadilan 
Agama Makassar” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka 
perumusan masalah dalam penelitian ini secara khusus sebagai berikut: 
1. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus 
perkara itsbat nikah terhadap nikah sirri yang terjadi setelah tahun 
1974 pada penetapan itsbat nikah massal oleh Pengadilan Agama 
Makassar.? 
2. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Makassar 
mengenai dampak yang terjadi serta solusi yang diberikan ketika 
permohonan itsbat nikah terhadap nikah sirri yang terjadi setelah 
berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dikabulkan.? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan penelitan ini sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan 
hakim dalam memutus perkara itsbat nikah terhadap nikah sirri 
yang terjadi setelah tahun 1974 pada penetapan itsbat nikah 
massal oleh Pengadilan Agama Makassar. 
2. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Makassar 
mengenai dampak yang terjadi serta solusi yang diberikan ketika 
permohonan itsbat nikah terhadap nikah sirri yang terjadi setelah 
berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dikabulkan. 
 
Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 
a. Kegunaan teoritis 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum terutama dalam 
bidang hukum acara perdata serta diharapkan dapat memberikan 
pengetahuan lebih terhadap masyarakat luas mengenai pentingnya 
melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum yang berlaku. 
b. Kegunaan praktik 
Secara praktik penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan 
bagi aparat penegak hukum yang berada di Pengadilan Agama 
dalam penanganan itsbat nikah. 
8 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Perkawinan (pernikahan) 
1. Pengertian Perkawinan 
Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan 
perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perUndang-
Undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dilaksanakan dengan 
sesuai dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku, kelak  
dapat mengakibatkan timbulnya masalah dalam kehidupan keluarga. 
Sedangkan hidup sebagai susmi-istri diluar perkawinan (pernikahan) 
adalah perzinaan. Dan perzinaan adalah perbuatan terkutuk dan termasuk 
salah satu dosa besar.  
Perkawinan dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah “nikah” atau 
“zawaf”. “Nikah menurut bahasa artinya campur gaul, sedangkan 
pengertian nikah menurut syara’ yaitu,  “Akad (ijab qabul) antara wali 
calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan 
memenuhi rukun dan syaratnya”.8 Sedangkan pada Pasal 2 Kompilasi 
Hukum Islam (KHI) diatur bahwa,  “Perkawinan menurut Hukum Islam 
adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau Mitssagan ghalidzan 
untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. 
                                                           
8
Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia, 
Bina Cipta, Yogyakarta, 1978, hlm. 1. 
9 
Melaksanakan perkawinan memang dianjurkan oleh Rasulullah 
SAW, karena dengan adanya perkawinan maka akan terhindar dari segala 
yang merusak akhlak dan perbuatan zinah. Rasulullah SAW bersabda, 
dalam riwayat Jama’ah ahli Hadits, yang artinya : 
“Hai pemuda-pemuda, barang siapa yang mampu diantara kamu 
serta berkeinginan hendak kawin, hendak dia kawin, karena sesungguhn-
a perkawinan itu akan memejamkan matanya terhadap orang yang tidak 
halal dilihatnya, dan barang siapa yang tidak mampu kawin hendaklah dia 
puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan 
berkurang”. Agama Islam menganjurkan perkawinan secara sah, sebagai
mana firman Allah SWT, surat An-Nisa Ayat 3 yang artinya sebagai berikut 
: “Maka boleh kamu nikahi perempuan yang kamu pandang baik untuk 
kamu”. 
 
Ketentuan dalam Pasal 1 UUP menjelaskan pengertian perkawinan 
yaitu, “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria 
dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.  Adapun menurut Anwar Harjono 
pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan 
perempuan untuk membentuk keluarga bahagia”.9  
Perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu. Aktivitas 
individu umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh 
individu yang bersangkutan, demikian juga dalam hal perkawinan. Karena 
perkawinan merupakan suatu aktivitas dari suatu pasangan, maka sudah 
selayaknya mereka pun juga mempunyai tujuan tertentu. Tetapi karena 
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perkawinan itu terdiri dari dua individu, maka ada kemungkinan bahwa 
tujuan mereka tentu tidak sama. Bila hal tersebut terjadi, maka tujuan itu 
harus dibulatkan agar terdapat satu kesatuan dalam tujuan tersebut. 
2. Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Perkawinan 
Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945, maka Undang-Undang di satu pihak harus dapat 
mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945. Dalam UUP terdapat beberapa prinsip demi 
menjamin cita-cita luhur dari perkawinan. 
Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUP adalah 
sebagai berikut:10  
a. Asas sukarela, yang berarti UU ini menentukan bahwa 
perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon 
mempelai. Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar 
suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia 
dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka suatu 
perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon suami 
istri tanpa ada paksaaan dari pihak manapun. 
b. Partisipasi keluarga, maksudnya bagi yang masih berada di 
bawah umur 21 tahun (pria dan wanita) maka diperlukan izin dari 
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orang tua. Dalam keadaan orang tua tiada, maka izin diperoleh 
dari pihak wali. 
c. Menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang 
bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang 
bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri 
lebih dari seorang. Namun demikian, seorang suami lebih dari 
istri selain juga dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, 
hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan 
tertentu dan diputuskan oleh pengadilan; 
d. Prinsip calon suami istri itu harus telah masak jiwa dan raganya 
untuk melasungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan 
tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian 
dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu 
harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri 
dibawah umur; 
e. Prinsip mempersukar terjadinya perceraian, untuk memungkinka
n terjadinya perceraian, harus adanya alasan-alasan tertentu 
serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan; 
f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan 
kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun 
dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala 
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sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan 
bersama oleh suami istri. 
Kepastian hukum dalam suatu perkawinan merupakan hal yang 
sangat penting, ini bertujuan untuk mencapai suatu keluarga yang bahagia 
dan kekal, untuk menjamin kelangsungan kehidupan bagi anak-anak yang 
dilahirkan dalam perkawinan mereka nantinya, baik dalam pemeliharaan 
dan pendidikan mereka, walaupun kedua orang tuanya tidak terikat dalam 
perkawinan lagi tetapi kewajiban kedua orang tua masih tetap berjalan 
karena adanya suatu hubungan hukum yang mengikat antara orang tua 
dan anak.  
Pemerintah dalam menjalankan UUP khususnya mengenai 
pencatatan nikah, memberikan tugas kepada suatu lembaga Negara yaitu 
Pegawai Pencatat Nikah untuk mencatat setiap perkawinan warganya 
yang kemudian dikeluarkan suatu akta yang merupakan bukti adanya 
suatu ikatan perkawinan dan juga merupakan pernyataan sahnya 
perkawinan tersebut di mata hukum. Sehingga dalam hal menjamin 
kepastian hukum seperti yang dijelaskan di atas, pemerintah 
mengharuskan bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan 
agar melangsungkan perkawinannya di depan atau sepengetahuan 
Pegawai Pencatat Nikah. 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa suatu perkawinan 
atau pernikahan dianggap sah apabila telah terpenuhinya syarat-syarat 
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yang telah ditentukan. UUP menegaskan mengenai sahnya suatu 
perkawinan, yaitu pada Pasal 2 yang berbunyi:  
1). Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamnya dan kepercayaannya itu.  
2).Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-
Undangan yang berlaku.  
Namun suatu perkawinan bisa saja sah menurut agama tetapi di 
mata hukum justru tidak diakui. Hal tersebut dapat bahkan sering terjadi 
utamanya di kalangan masyarakat yang beragama Islam di Indonesia 
dimana ketika seseorang melangsungkan perkawinan tanpa melakukan 
pencatatan terhadap perkawinannya, dengan kata lain perkawinan 
tersebut dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Namun 
akibat yang ditimbulkan dari keadaan tersebut menjadikan perkawinan 
tersebut tidak diakui di mata hukum yang nantinya akan berdampak pada 
keturunan beserta harta benda para pihak. 
3. Syarat Sahnya Perkawinan 
a. Menurut Hukum Islam (KHI) 
Melakukan perkawinan maka haruslah dipenuhi beberapa 
persyaratan. Pengaturan persyaratan bagi mereka yang hendak 
melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam disebut rukun dan 
syarat-syaratnya. Dalam literatur lebih dikenal dengan syarat materiil dan 
syarat formil.  
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Rukun dari perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, 
jadi tanpa adanya salah satu rukun, maka perkawinan tidak mungkin 
dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu 
yang harus ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk hakekat dan 
perkawinan itu sendiri. Apabila salah satu syarat dari perkawinan tidak 
dipenuhi, maka perkawinan itu tidak ada. Misalnya, syarat-syarat yang 
harus dipenuhi oleh masing-masing rukun perkawinan. 
Adapun yang termasuk rukun, antara lain:11 
1. Calon suami, syarat-syaratnya: beragama Islam terang ia 
seorang laki-laki (bukan banci), akil balig dan tidak sedang 
berikhrom atau umroh. 
2. Calon istri, syarat-syaratnya: beragama Islam atau ahli kitab, 
jelas ia perempuan, tertentu orangnya, tidak sedang ikhrom atau 
umroh. 
3. Wali, syarat-syaratnya: beragama Islam, sudah dewasa dan 
berakal, tidak banci, tidak dipaksa dan tidak sedang ikhrom atau 
umroh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam RiwAyat 
empat orang ahli Hadits, terkecuali Nasai yang artinya:  
“Barangsiapa diantara perempuan yang nikah dengan tidak 
diizinkan oleh walinya, maka perkawinannya batal”. 
 
4. Dua orang saksi laki-laki, syarat-syaratnya: beragama Islam, 
jelas ia laki-laki, telah dewasa, berakal dan adil, tidak tuna netra, 
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tuna rungu dan mengerti maksud ijab qabul. Sebagaimana 
sabda Rasulullah SAW yang artinya: 
 “Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi 
yang adil”. 
 
5. Ijab dan qabul, ijab akad perkawinan ialah serangkaian kata 
yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, 
untuk menerimakan nikah calon suami atau wakilnya. 
Sedangkan qabul akad perkawinan adalah serangkaian kata 
yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad 
nikah untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah 
atau wakilnya. Syarat-syaratnya adalah: dengan kata-kata yang 
terang, antara ijab dan qabul tidak terhalang oleh pembicaraan 
lain, dan tidak digantungkan atas sesuatu dan didengar oleh 
saksi. Sabda Rasulullah SAW dalam RiwAyat Muslim, yang 
artinya: 
“Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan,sesungguhnya
 kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalk
an mereka dengan kalimat Allah”. 
 
6. Mahar (mas kawin), yang berarti sesuatu yang diberikan oleh 
calon suami kepada calon istri sebagai tukaran atau jaminan 
bagi suatu yang akan diterimanya dari diri calon istrinya. 
Pemberian mahar tersebut diwajibkan bagi laki-laki, tetapi tidak 
menjadi rukun nikah. Walupun seandainya tidak disebutkan pada 
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waktu akad, perkawinan tetap sah. Firman Allah SWT dalam 
surat An-Nisa Ayat 4, yang artinya:  
“Berilah perempuan yang kamu kawin itu suatu pemberian 
(mahar)”. 
 
Dalam KHI mengenai rukun dan syarat perkawinan diatur pada bab 
IV. Pada Pasal 14 KHI, diatur bahwa untuk melaksanakan perkawinan 
harus ada: 
2. Calon suami 
3. Calon istri 
4. Wali nikah 
5. Dua orang saksi; dan 
6. Ijab dan qabul. 
Selanjutnya pada Pasal 15 KHI diatur bahwa: 
1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan 
hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai 
umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 16 
Tahun. 
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 Tahun 
harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 
ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. 
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Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) KHI, maka suatu 
perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk 
persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan 
nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam 
arti selama tidak ada penolakan yang tegas. 
Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus 
dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk 
menikahkannya. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 20 KHI, maka yang 
bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat 
Hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Wali nikah tersebut dapat 
terdiri dari wali nasab dan/atau wali hakim. 
Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 21 ayat (2) KHI maka apabila 
dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-
sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah 
yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. 
Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pada ayat (3) maka apabila dalam 
satu kelompok sama derajat kekerabatan akan yang paling berhak 
menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. 
Sedangkan apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama 
yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat 
seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan 
mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. 
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Mengenai saksi dalam perkawinan diatur juga dalam KHI Pasal 24 
ayat (1) dan (2) : 
1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad 
nikah; 
2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. 
Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang 
laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna 
rungu atau tuli.12 Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung 
akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat 
akad nikah dilangsungkan. 
b. Menurut Undang-Undang 
Ada pun syarat-syarat perkawinan menurut UUP antara lain:13 
a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon 
mempelai. 
b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum 
mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun harus mendapat izin 
kedua orang tua. 
c. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau 
dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka 
izin yang dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang 
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tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu 
menyatakan kehendaknya. 
d. dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 
keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka 
izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga 
yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus 
ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan 
menyatakan kehendaknya. 
e. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud 
dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau 
lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka 
Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan 
melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut 
dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-
orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam Pasal ini. 
f. Tidak sedang terikat dengan perkawinan sebelumnya. 
g. Mempelai tidak mempunyai hubungan darah lurus keatas dan 
kesamping dalam saudara. 
h. Tidak sedang masa iddah 
i. Kedua mempelai tidak sedang dilarang menikah oleh agamnya. 
j. Minimal berusia 19 Tahun untuk pria dan 16 Tahun bagi wanita. 
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B. Nikah di Bawah Tangan 
Perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang sah 
menurut agama karena terpenuhinya rukun nikah tetapi tidak sah di 
hadapan hukum negara. Sehingga banyak ahli hukum dan sarjana yang 
berpendapat bahwa perkawinan di bawah tangan adalah sah hanya 
kurang dalam pencatatan perkawinan ataun syarat administratif saja. 
Tetapi bila melihat Pasal 2 ayat (2) harus dibaca sebagai satu kesatuan, 
artinya perkawinan yang sah adalah yang dilakukan berdasarkan agama 
dan kepercayaannya itu dan harus dicatatkan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 100 KUHPerdata dan akta perkawinan merupakan bukti satu-
satunya adanya suatu perkawinan. 
Pengertian dari perkawinan di bawah tangan adalah suatu 
perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak 
memenuhi Pasal 2 ayat (2) UUP dan tata cara perkawinan menurut 
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan.14  Mereka hidup sebagai suami istri 
tanpa mempunyai kutipan akta nikah, yang pelaksanaan nikahnya itu 
dilaksanakan oleh pemuka agama di tempat perkawinan itu dilaksanakan. 
Sistem hukum Indonesia sendiri tidak mengenal istilah “kawin di 
bawah tangan” dan semacamnya dan tidak mengatur secara khusus 
dalam sebuah peraturan. Namun secara sosiologis, istilah ini diberikan 
bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa 
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memenuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku, khususnya tentang 
pencatatan perkawinan yang diatur dalam UUP pada Pasal 2 ayat (2) 
yang mengatakan bahwa: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 
perUndang-Undangan yang berlaku. 
Ketentuan dari Pasal 2 ayat (2) tersebut di atas diatur lebih jauh 
dalam PP No. 9 Tahun 1975.  Adapun Pasal-Pasal yang berkaitan dengan 
tata cara perkawinan dan pencatatannya, antara lain Pasal 10, 11, 12, dan 
13.  
Menurut ketentuan Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur tata 
cara perkawinan, dalam ayat (2) dan (3) disebutkan:  
(2). Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu. 
(3).   Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing 
hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan 
dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. 
Selanjutnya tentang pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 11:  
(1). Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua 
mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan 
oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. 
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(2).   Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, 
selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai 
Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang 
melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani 
pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. 
(3)     Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah 
tercatat secara resmi. 
Selanjutnya dalam Pasal 12 diatur hal-hal apa saja yang dimuat 
dalam akta perkawinan, dan dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut tentang 
akta perkawinan. Dari ketentuan perundang-undangan yang telah 
dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa sama sekali tidak ada 
aturan yang mengatur perkawinan di bawah tangan, justru diatur dan 
ditegaskan bagaimana agar suatu perkawinan yang merupakan suatu 
peristiwa hukum dapat tercatatkan dan dilaksanakan menurut peraturan 
yang berlaku sehingga tercipta ketertiban dan kepastian hukum. 
 
C. Pencatatan Nikah 
Pada dasarnya memang tidak kita temui dalam ayat-ayat Al qur’an 
yang membahas secara khusus tentang perintah pencatatan nikah, dan 
hal ini tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad 
SAW. Pencatatan nikah yang dilakukan saat ini sebenarnya sebagai 
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upaya pemerintah untuk menertibkan pelaksanaan perkawinan. Dengan 
adanya pencatatan nikah maka pemerintah akan lebih mudah mensensus 
penduduk. Terutama terhadap jumlah penduduk yang sudah menikah. 
Dengan pemberlakuan hukum positif yang menentukan bahwa 
bukti pernikahan adalah Akta Nikah, dengan sendirinya perkawinan yang 
tidak tercatat dianggap tidak pernah ada dan tidak mendapat perlindungan 
hukum.15 Selain itu, dalam konteks Hukum Islam yang membenarkan 
poligami terbatas, sedangkan asas hukum perkawinan Indonesia adalah 
monogami, maka ketika seorang laki-laki melakukan pernikahan yang 
tidak tercatat dan selanjutnya melakukan pernikahan yang berikutnya, 
maka wanita yang dinikahi secara tidak tercatat tersebut tidak terlindungi 
haknya dalam mempersoalkan tindakan suami yang berpoligami tanpa 
harus adanya keterikatan dengan asas monogami dari perkawinan yang 
tidak tercatat. Ringkasnya dalam hal tidak tercatatnya pernikahan ini akan 
sangat merugikan kaum wanita.  
Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 UUP, memang tidak dapat 
dikatakan secara mutlak bahwa perkawinan yang tidak dicatat adalah 
tidak sah. Karena dari ketentuan tersebut justru dapat disimpulkan bahwa 
pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat yang menentukan 
sahnya pernikahan, karena segala perkawinan di Indonesia sudah 
dianggap sah apabila sudah dilakukan menurut agama dan 
kepercayaannya itu. Namun dalam penjelasan umum diisyaratkan bahwa 
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pencatatan perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa 
pencatatan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas merupakan hal 
yang sangat penting dalam suatu perkawinan, karena pencatatan 
perkawinan itu merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu 
perkawinan oleh negara. Dan hal ini banyak membawa konsekuensi bagi 
yang melaksanakan perkawinan tersebut. Keberadaan pencatatan 
perkawinan di Indonesia adalah untuk menjamin kepastian dan memberi 
perlindungan hukum bagi suatu perkawinan.16 
Baik di dalam UU No. 22 tahun 1946 jo. UUNo. 32 Tahun 1954 
Tentang Pencatatan NTR maupun dalam UUP mengharuskan pencatatan 
terhadap tiap perkawinan. Dalam negara Indonesia sendiri terdapat dua 
instansi/lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan yaitu 
Kantor Catatan Sipil untuk masyarakat non muslim dan Kantor Urusan 
Agama (KUA) untuk masyarakat yang beragama Islam. 
Sejak diberlakukan tahun 1974 melalui UUP, prosedur pencatatan 
nikah masih disalahpahami oleh kebanyakan umat Islam Indonesia, ada 
pertentangan antara apa yang dipahami sebagai syarat sah perkawinan 
menurut masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UUP 
dinyatakan bahwa, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 
perundanga-undangan yang berlaku”. Mengapa perkawinan perlu dicatat? 
berkenaan dengan pertanyaan ini Pasal 5 ayat (1) KHI telah memberikan 
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jawaban yang cukup memadai, yaitu “agar terjamin ketertiban perkawinan 
bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.” Jelas, tujuan 
utama dari adanya pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan 
ketertiban yang berkaitan dengan administratif kenegaraan yang 
diharapkan akan mengarah kepada terciptanya ketertiban sosial 
kemasyarakatan.17 Dengan adanya tertib administrasi kenegaraan itu 
diharapkan peristiwa-peristiwa perkawinan di Indonesia dapat dikontrol 
sehingga tidak ada pihak (terutama perempuan) yang dirugikan. Dengan 
kata lain peraturan perundangan-undangan itu dibuat bukannya tanpa 
tujuan. 
Bila kita perhatikan penjelasan di atas, peraturan perundang-
undangan itu secara literal sebenarnya tidak ada masalah apa-apa, tetapi 
persoalannya menjadi rumit ketika Pasal 6 ayat (1) dan (2) KHI 
menyatakan bahwa, “untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap 
perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan 
pegawai pencatat Nikah” dan “perkawinan yang dilakukan di luar 
pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan 
hukum.”18 Di sinilah persoalan mulai muncul, yaitu manakala ada orang 
yang mencoba menghubungkan antara keabsahan perkawinan menurut 
ketentuan perundang-undangan di atas dengan keabsahan perkawinan 
menurut hukum Islam. Menurut mazhab al-syafi’i yang menjadi pegangan 
mayoritas muslim Indonesia dan diakomodasi dalam Pasal 14 KHI, rukun 
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perkawinan ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, 
dan ijab-qabul.19 Berdasarkan penjelasan tersebut mayoritas umat Islam 
menyimpulkan, peraturan pencatatan perkawinan tidak pernah ada dalam 
kitab-kitab fiqih. Dikarenakan tidak ada dalam kitab-kitab fiqih maka tidak 
ada konsekuensi Agama apa pun apabila mereka meningglkannya. 
Sederhananya, ketentuan pencatatan perkawinan itu hanyalah masalah 
administrasi negara saja dan tidak ada hubungannya dengan kategori sah 
atau tidaknya sebuah perkawinan. 
Berbeda dengan pendapat di atas, hukum Islam Indonesia tidak 
menempatkan peraturan perundang-undangan  yang sudah terlanjur ada 
itu sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam. Pendekatan 
yang jernih dan rasional terhadapnya akan membuktikan bahwa peraturan 
pencatatan nikah itu tidak bertentangan dengan jiwa syariah Islam. Untuk 
itu ada tiga pendekatan yang dilakukan:20 Pertama, pendekatan historis. 
Mengapa dalam kitab-kitab fiqih tidak menyebutkan tentang pencatatan 
perkawinan? menurut Ahmad Rofiq itu boleh jadi karena pada waktu kitab-
kitab fiqih itu ditulis, tingkat amanah kaum muslimin relatif tinggi. Sehingga 
kemungkinan menyalahgunakan lembaga perkawinan untuk tujuan sesaat 
atau sementara, yang tidak sejalan dengan tujuan ideal perkawinan dan 
merugikan pihak lain, relatif kecil.21 Pernyataan ini tentu tidak dimaksud 
menggeneralisir bahwa sekarang ini tingkat amanah masyarakat itu sudah 
luntur. 
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Kedua, pendekatan qa’idah al-fiqhiyyah-ma la yatimm al-wajib illa 
bihi fahuwa wajib. Berkaitan dengan kaidah ini pada kasus pencatatan 
perkawinan, berangkat dari anggapan bahwa pencatatan perkawinan 
adalah satu peraturan yang sengaja dibuat dalam rangka 
menyempurnakan kualitas sebuah perkawinan. penyempurnaan kualitas 
perkawinan ini berkaitan erat dengan status perkawinan yang merupakan 
bagian dari perintah Allah dalam rangka beribadah kepada-Nya. Karena 
tujuannya yang luhur itu maka segala peraturan yang telah ada 
sebelumnya dalam kitab-kitab fiqih dan peraturan yang muncul kemudian 
wajib untuk diadakan. Dengan demikian berlakulah ketentuan ma la 
yatimm al-wajib illa bihi fahuwa wajib (tiada sempurna suatu kewajiban 
kecuali dengan sesuatu, maka adanya sesuatu itu menjadi wajib 
hukumnya).22 Artinya, tiada sempurna sebuah perkawinan kecuali dengan 
adanya pencatatan, maka adanya pencatatan menjadi wajib hukumnnya. 
Ketiga, pendekatan mashlahat. Pendekatan ini muncul sebagai 
jawaban terakhir pandangan sebagian orang yang menyatakan bahwa 
perkawinan sirri atau tanpa pencatatan PPN adalah sah menurut agama. 
Perkawinan sirri tersebut hanya sah menurut fiqih, tidak atau belum sah 
menurut agama. mengapa demikian? Pesan yang dibawa oleh Agama 
adalah universal di bawah prinsip rahmat li al-alamin. Artinya, segala 
tindakan manusia hanya dapat dibenarkan menggunakan justifikasi 
agama sejauh ia mendatangkan manfaat bagi kepentingan umum, li 
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tahqiq mashalih al-ammah, bukan kemaslahatan yang bersifat perorangan 
atau kasuistik. Ini berbeda dengan fiqih yang diformulasikan oleh fuqaha 
yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Jadi bisa saja pendapat ulama 
dahulu mendatangkan kemaslahatan pada masanya, namun diterapkan 
dalam kondisi sekarang akam menimbulkan kemudaratan. Oleh karena 
itu, harus dibedakan, tidak dipertentangkan. Apalagi jika yang didukung 
oleh data-data faktual, bahwa perkawinan yang tidak dicatat akan 
mendatangkan kesengsaraan bagi pihak istri yang ditinggal suaminya 
tanpa tanggung jawab yang jelas. Maka dalam hal ini Amir Syarifuddin 
dengan santun memberi komentar bahwa bukan fiqih yang tidak relevan, 
tetapi kesalahan itu berada pada orang-orang yang menempatkan fiqih 
yang ditulis untuk waktu itu, untuk kepentingan sekarang.23  
Bila pemahaman seperti diatas dapt diterima, seiring dengan 
perkembangan dan kebutuhan yang ada dalam konteks keindonesiaan, 
maka rukun perkawinan yang menjadi syarat sahnya perkawinan tidak 
hanya lima syarat, sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Akan 
tetapi, jumlahnya bisa menjadi enam, yakni ditambah dengan ketentuan 
pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang 
menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, 
Petugas Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama bagi umat Islam dan 
Catatan Sipil bagi warga negara non-Muslim. 
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D. Itsbat Nikah 
1. Pengertian Itsbat Nikah 
Itsbat Nikah terdiri dari dua kata “itsbat” dan “nikah”. Kedua istilah 
tersebut berasal dari Bahasa Arab. Itsbat berarti “penyungguhan; 
penetapan; penentuan”.24  Sedangkan nikah adalah akad yang sangat 
kuat atau mitsaqon gholizon antara seorang laki-laki dengan perempuan 
sebagai suami isteri dengan terpenuhinya berbagai persyaratan dalam 
rangka suami isteri dengan terpenuhinya berbagai persyaratan dalam 
rangka mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. 
Dan lebih lanjut didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefenisikan 
itsbat nikah dengan penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.25  
Pasal 7 angka (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :  
 (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang 
dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.  
 (2) Dalam hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta 
Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.  
Dari pengertian yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia dan dihubungkan dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di 
atas secara sederhana dapat dipahami bahwa itsbat nikah adalah 
tindakan hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama guna mentsabitkan 
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(menetapkan) pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat 
dibuktikan dengan Akta Nikah.  
 
2. Dasar Hukum Itsbat Nikah  
a. Sebelum Undang-Undang perkawinan 
Sebelum berlakunya UUP, Pencatatan Perkawinan bagi orang 
Indonesia muslim diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo. 
Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah Talak, dan 
Rujuk. Bagi orang Indonesia Kristen di Jawa, Kalimantan, Ambon diatur 
dalam Stbl 1933 No. 75 jo. Stbl 1936 No. 607. Bagi golongan Tionghoa 
diatur dalam Stbl 1917 No. 130 jo. Stbl 1919 No. 81. Bagi golongan Eropa 
diatur dalam Stbl 1849 No. 25. Sedangkan bagi orang Indonesia Kristen di 
Sumatera, Kalimantan, sebagian Sulawesi, NTT, sebagian Maluku dan 
Irian Jaya serta Non Islam dan Non Kristen (seperti Hindu, Budha, 
Confucius, dll).26  
Keseluruhan aturan perkawinan tersebut didasarkan pada tiga 
asumsi. Pertama, bahwa perkawinan itu adalah persoalan yang harus 
dilihat dari sudut perdata, sehingga perkawinan dianggap sebagai 
perkawinan perdata (urgelijke hurelijk) yang dijumpai dalam BW. Kedua, 
bahwa perkawinan itu dihubungkan dengan bentuk hukum keluarga yang 
berlaku khususnya bagi golongan pribumi yang dipengaruhi oleh hukum 
adatnya masing-masing. Ketiga, bahwa perkawinan itu berhubungan erat 
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dengan segi keagamaan dan kerohanian dengan mengadakan perbedaan 
antara perkawinan Kristen dan Non Kristen, perkawinan Islam dan non 
Islam serta perkawinan Hindia dan Non Hindia khususnya bagi golongan 
pribumi.27  
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pemberlakuan Hukum 
Islam di Indonesia tentang perkawinan sudah ada sejak agama Islam 
masuk ke Indonesia, namun pencatatan perkawinan pada masa itu belum 
ada, maka proses itsbat atas pernikahan yang terjadi sebelum UUP belum 
ada. 
b. Sesudah UU perkawinan 
Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dalam PP 
No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 dan 
Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 Tahun 1975 bab II, Pasal 2 ayat (1) 
PP No. 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang 
melangsungkannya menurut agama islam dilakukan oleh pegawai 
pencatat nikah, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 
tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.28 
Pada dasarnya kewenangan perkara itsbat nikah bagi Pengadilan 
Agama dalam sejarahnya diperuntukkan bagi mereka yang melakukan 
pernikahan di bawah tangan sebelum berlakunya UU perkawinan jo. PP 
No. 9 Tahun 1975. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) berbunyi: “Mulai 
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berlakunya peraturan pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara 
efektif dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”, serta dalam Pasal 
64 UU perkawinan yang berbunyi: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu 
yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-
Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, 
adalah sah”. 
Namun, kemudian kewenangan ini berkembang dan diperluas 
dengan dipakainya ketentuan KHI Pasal 7 ayat (2) dan (3). Dalam ayat (2) 
disebutkan, “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta 
nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Pada ayat 
(3) disebutkan, “Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas 
mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:29 
a. Hilangnya akta nikah 
b. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian 
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 
perkawinan 
d. Adanyan perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-
Undang No.1 Tahun 1974 dan; 
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 
halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974”. 
Itsbat nikah dengan alasan Pasal 7 angka 3 huruf (a) Kompilasi 
Hukum Islam, yaitu perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, 
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perkara itsbat nikah bukanlah perkara pokok, sehingga pengajuannya ke 
Pengadilan Agama diakumulasi (digabung) dengan perkara perceraian 
sebgai perkara pokok, oleh karena itu dalam hal ini prioritas perkara 
adalah gugatan perceraian, sehingga itsbat nikah dalam hal ini 
dikelompokkan dalam jenis perkara gugatan. Apabila pengajuan perkara 
itsbat nikah dengan alasan Pasal 7 angka 1 huruf (b), (c), (d), dan (e) 
perkaranya termasuk dalam kategori permohonan, oleh karena itu 
penetapan Pengadilan Agama dalam hal ini tidak dapat diajukan banding, 
tetapi hanya kasasi.30 
Dengan melihat uraian dari Pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI tersebut, 
berarti bahwa KHI telah memberikan kewengan lebih dari yang diberikan 
oleh Undang-Undang, baik oleh UUP maupun UU No. 7 Tahun 1989 
Tentang Peradilan Agama. Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 
1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 
beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu 
peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur 
sengketa (voluntair) adalah dengan syarat apabila dikehendaki (adanya 
ketentuan/penunjukan) oleh Undang-Undang. 
Mengenai itsbat nikah ini, ada Peraturan Menteri Agama No. 3 
Tahun 1975 yang dalam Pasal 39 ayat (4) menentukan jika KUA tidak bisa 
membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau 
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hilang karena sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, 
maupun rujuk, harus dibuktikan dengan keputusan (penetapan) 
Pengadilan Agama. Akan tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang 
dilaksanakan sebelum berlakunya UUP bukan terhadap perkawinan yang 
terjadi sesudahnya. 
Dalam UUP disebutkan untuk perkawinan dan segala sesuatu yang 
berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang 
ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah 
sah,31 yang dimaksud tentu termasuk itsbat nikah atau Pengesahan 
Nikah.  
Lembaga itsbat nikah (pengesahan nikah) yang ditampung dalam 
UUP dan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama hanya terbatas 
pada ulasan perkawinan yang terjadi Tahun 1974, hal ini dapat dilihat 
dalam Pasal 49 ayat (2), yaitu bidang perkawinan sebagaimana yang 
dimaksud dalam ayat 1 huruf a, ialah hal-hal yang diatur dalam atau 
berdasarkan undang-udang mengenai perkawinan yang berlaku, 
sedangkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) tersebut dikatakan bahwa 
salah satu bidang perkawinan yang diatur dalam UUP adalah “Pernyataan 
tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain.”32  
Itsbat nikah di Indonesia baru ada setelah lahirnya UUP, walaupun 
pada masa Penjajahan Belanda di Indonesia telah mengakui keberadaan 
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Pengadilan Agama dengan stbl. 1882 No. 152 yang kemudian 
ditambahkan dan dirubah dengan stbl. 1937 No. 116 dan 160 dan stbl. 
1937 No. 638 dan 639 namun tentang itsbat nikah pada waktu itu belum 
muncul karena dipengaruhi aksi politik Kolonial Belanda. 
3. Proses Pengesahan (Itsbat) Nikah 
Perkara pengesahan nikah adalah adanya perkawinan yang 
dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat Pegawai Pencatat 
Nikah (PPN) yang berwenang  yang diajukan oleh suami istri atau salah 
satu dari suami atau istri, anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan 
dengan perkawinan tersebut yang diajukan kepada pengadilan tempat 
tinggal Pemohon dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang 
jelas. 
Dalam hal ini yang dapat mengajukan permohonan itsbat nikah 
adalah suami, istri, anak, orang tua/wali nikah.33 Dengan catatan: 
a. Bagi suami istri yang masih hidup, maka keduanya harus menjadi 
pihak yang mengajukan permohonan. 
b. Bagi pasangan yang salah satunya meninggal dunia, pihak yang 
masih hidup yang mengajukan permohonan. 
c. Ketidak hadiran pihak tergugat/termohon dalam perkara itsbat 
nikah untuk perceraian tidak mempengaruhi penyelesaian perkara. 
Tata cara proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah34: 
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1) Jika permohonan Itsbat Nikah diajukan oleh suami istri, maka 
permohonan bersifat voluntair, produknya berupa penetapan, 
apabila isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, 
maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-
masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi; 
2) Jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh salah seorang suami 
atau istri, maka permohonan bersifat kontensius dengan 
mendudukkan suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan 
sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap 
putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi; 
3) Jika itsbat nikah dalam angka 1 dan 2 tersebut di atas, diketahui 
suami masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan 
perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak 
dalam perkara, apabila istri terdahulu tidak dimasukkan, maka 
permohonan harus  dinyatakan tidak dapat diterima; 
4) Jika permohonan itsbat nikah diajukan oleh anak, wali nikah, dan 
pihak yang berkepentingan harus bersifat kontensius dengan 
mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai 
Termohon; 
5) Jika suami atau istri yang telah meninggal dunia, maka suami atau 
istri dapat mengajukan itsbat nikah dengan mendudukkan ahli waris 
lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan; 
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6) Jika suami atau istri tidak mengetahui ada ahli waris lain selain 
dirinya, maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, 
produknya berupa penetapan; 
7) Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak 
menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut 
pada angka 1 dan 5, dapat melakukan perlawanan kepada 
Pengadilan Agama setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah; 
8) Jika ada orang lain yang mempunyai kepentingan  dan tidak 
menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut 
dalam angka 2, 3, dan 4 dapat mengajukan intervensi kepada 
Pengadilan Agama selama perkara belum diputus; 
9) Jika pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak 
menjadi pihak dalam perkara itsbat nikah tersebut dalam angka 2, 
3, dan 4, sedang permohonan tersebut telah diputus oleh 
Pengadilan Agama dapat mengajukan pembatalan perkawinan 
yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama. 
Proses Penyelesaian Perkara Pengesahan Perkawinan (Itsbat nikah):  
1) Mengajukan permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh 
Pemohon atau kuasanya yang sah ditujukan kepada Ketua 
Pengadilan Agama (Pasal 142 Ayat (1) R. Bg.); 
2) Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat 
mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua 
Pengadilan Agama, selanjutnya Ketua Pengadilan Agama atau 
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Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama mencatat 
permohonan tersebut (Pasal 144 R. Bg.); 
3) Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama, kemudian 
diberi No. dan didaftarkan dalam buku register setelah Pemohon 
atau kuasanya membayar panjar biaya perkara ke BRI Cabang 
dengan melampiri slip penyetoran bank yang besarnya telah 
ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama (Pasal 145 Ayat (4) 
(RBg.) 
4) Permohonan tersebut memuat: 
a. Nama, umur, pekerjaan, agama, pendidikan, kewarganegara
an dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon; 
b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum); 
c. Alasan atau kepentingan yang jelas; 
d. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita); 
5) Pemohon dan Termohon atau kuasanya menghadiri persidangan 
berdasarkan panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita 
Pengganti Pengadilan Agama (Pasal 26 Ayat (4) Peraturan 
Pemerintah No. 9 Tahun 1975). 
Proses Penyelesaian Perkara Pengesahan Perkawinan (itsbat nikah): 
1) Permohonan itsbat nikah yang bersifat voluntair, sebelum Majelis 
Hakim menetapkan hari sidang, terlebih dahulu mengumumkan 
adanya permohonan  itsbat nikah melalui media massa dalam 
waktu 14 (empat belas) hari; 
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2) Setelah berakhir masa pengumuman Majelis Hakim menetapkan 
hari sidang paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya 
pengumuman; 
3) Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Jurusita/Jurusita Pengganti 
Pengadilan Agama untuk menghadiri sidang pemeriksaan: 
a. Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah Pengadilan 
Agama, dipanggil langsung di tempat kediaman Pemohon 
dan Termohon, jarak pemanggilan dengan hari sidang 
sekurang-kurangnya tiga hari (Pasal 26 Ayat (4) Peraturan 
Pemerintah No. 9 Tahun 1975); 
b. Pemohon atau Termohon yang berada di luar wilayah 
Pengadilan Agama dipanggil melalui Pengadilan Agama 
yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon atau 
Termohon, jarak pemanggilan dengan hari sidang sekurang-
kurangnya tiga hari (Pasal 26 Ayat (4) Peraturan Pemerintah 
No. 9 Tahun 1975); 
c. Termohon yang tidak diketahui keberadaannya dipanggil 
melalui media massa sebanyak dua kali, jarak pemanggilan 
pertama dengan pemanggilan kedua satu bulan dan jarak 
pemanggilan kedua dengan hari sidang sekurang-kurangnya 
tiga bulan (Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan 
Pemerintah No. 9 Tahun 1975; 
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d. Termohon yang berada di luar negeri dipanggil melalui 
departemen luar negeri cq. Dirjen protokol dan konsuler 
departemen luar negeri dengan tembusan disampaikan 
kepada kedutaan besar Republik Indonesia dan jarak 
pemanggilan dengan hari sidang sekurang-kurangnya 6 
(enam) bulan sejak surat permohonan pemanggilan 
dikirimkan; 
Tahapan pemeriksaan: 
1. Pada pemeriksaan sidang pertama; 
a) Jika Pemohon dan Termohon hadir, maka tahap 
persidangan dimulai dengan memeriksa identitas para pihak, 
para pihak tidak diwajibkan melaksanakan proses mediasi 
karena perkara permohonan itsbat nikah (Pasal 3 Ayat (2) 
Perma. No. 1 Tahun 2008), selanjutnya Majelis Hakim 
berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan suami istri 
harus datang secara pribadi (Pasal 82 Undang-Undang No. 
7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-
Undang No. 50 Tahun 2009); 
b) Jika Termohon tidak hadir, maka Termohon dipanggil sekali 
lagi (Pasal 150 R.Bg); 
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2. Selanjutnya tahapan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan 
membacakan surat permohonan, jawaban, replik, dan duplik (Pasal 
157 Ayat (1) R. Bg., pembuktian dan kesimpulan); 
3. Tahapan sidang berikutnya adalah musyawarah Majelis Hakim dan 
terakhir membacakan penetapan; 
Ketentuan penetapan berkekuatan hukum tetap (BHT) 
a. Jika kedua belah pihak hadir, maka penetapan akan berkekuatan 
hukum tetap setelah 14 (empat belas) hari penetapan dibacakan; 
b. Jika salah satu pihak tidak hadir pada saat pembacaan penetapan, 
maka penetapan akan berkekuatan hukum tetap setelah 14 (empat 
belas) hari penetapan tersebut diberitahukan kepada pihak yang 
tidak hadir;  
Setelah penetapan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka 
Panitera Pengadilan Agama berkewajiban Menyerahkan atau 
mengirimkan salinan putusan kepada para pihak selambat-lambatnya 14 
(empat belas) hari setelah putusan dibacakan tanpa dipungut biaya 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penilitian yaitu di kota 
Makassar tepatnya di Pengadilan Agama Makassar selaku lembaga yang 
terkait dalam menangani permasalahan itsbat nikah serta selaku lembaga 
yang telah melaksanakan itsbat nikah massal. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) 
jenis data, yaitu: 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di 
lapangan meliputi wawancara hakim serta berkas-berkas 
penetapan itsbat nikah massal yang diperoleh dari Pengadilan 
Agama makassar. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber 
tertentu, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku 
hukum, berkas perkara/putusan Pengadilan dan literatur atau 
bahan bacaan lainnya yang erat kaitannya dengan objek 
pembahasan dalam penelitian ini. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam 
penyusunan penelitian ini yaitu: 
1. Metode penelitian pustaka (Library Research) 
Metode ini dilakukan oleh penulis dengan jalan menelaah 
beberapa referensi hukum yang berkenaan dengan materi yang akan 
diteliti. Referensi tersebut berupa buku, peraturan perundang-undangan, 
putusan pengadilan dan referensi lainnya yang memiliki keterkaitan 
dengan masalah yang akan diteliti guna menemukan konsep teori yang 
akan dijadika sebagai landasan berpikir, serta merupakan titik tolak untuk 
menganalisis masalah dalam penelitian ini. 
2. Metode penelitian lapangan (Field Research) 
Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer dengan 
teknik wawancara langsung dengan pihak yang terkait dengan masalah 
yang dibahas, dokumentasi dengan mengambil data dan mengamati 
dokumen-dokumen yang diberikan oleh pihak terkait, dalam hal ini pihak 
Pengadilan Agama Makassar. 
 
D. Analisis Data 
Dari data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, 
dianalisis dengan teknik  kualitatif kemudian disajikan secara normatif 
deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai 
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dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini untuk 
selanjutnya ditarik menjadi suatu kesimpulan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara 
Itsbat Nikah Terhadap Nikah Siri Yang Terjadi Setelah Tahun 1974 
Pada Penetapan Itbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama 
Makassar. 
Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami, isteri, dan 
anak-anak. Untuk terjamin dan terlindunginya pelaksanaan hak dan 
kewajiban tersebut, sahnya status hukum perkawinan menjadi sangat 
penting dan menentukan. Perkara yang timbul dalam kehidupan keluarga 
yang diakibatkan pelanggaran hak-haknya akan mendapatkan 
perlindungan hukum, bilamana status hukum perkawinan tersebut sah, 
(baik secara syari’at Islam & perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia). 
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur bahwa: 
1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu 
2. Tiap-tiap perkara dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, dapat dipahami bahwa bagi 
umat Islam, perkawinan yang sah dan sekaligus mendapat pengakuan 
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serta perlindungan hukum adalah perkawinan yang dilakukan sesuai 
dengan Syari’ah Islam yakni memenuhi syarat dan rukunnya perkawinan 
yang dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat Nikah dan dicatat sesuai 
perlindungan yang berlaku. Sehingga suami-isteri memperoleh akta nikah 
(buku nikah). Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang 
dibuat oleh pegawai pencatat nikah Pasal 7 (1) KHI. Perkawinan yang 
hanya dilakukan menurut ketentuan Syari’ah Islam tanpa dicatatkan 
sebagaimana dikehendaki oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan, maka disebut sebagai perkawinan liar atau perkawinan 
dibawah tangan dan yang sedang aktual sekarang disebut nikah sirri. Di 
Indonesia pernikahan seperti itu (nikah sirri) tidak mendapatkan 
perlindungan hukum. 
Suatu perbuatan “Kawin” atau “Nikah”, baru dapat dikatakan 
sebagai “perbuatan hukum” (menurut hukum) apabila dilakukan menurut 
ketentuan yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur 
mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah 
seperti yang diatur dalam UUP dan PP No. 9 Tahun 1975 Tentang 
Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan 
dengan tata cara demikianlah yang mempunyai akibat hukum, yaitu akibat 
yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. 
Jika dilihat dalam KHI pada Pasal 5 dan 6, ternyata unsur sah dan 
unsur tata cara pernikahannya dilakukan secara kumulatif, bahkan pada 
Pasal 7 ayat (1) KHI dikatakan bahwa, “perkawinan bagi orang yang 
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menikah menurut hukum islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah 
yang dibuat oleh PPN”, dengan demikian KHI sudah menyatakan bahwa 
unsur pencatatan menjadi syarat adanya nikah yang sah. Maksud dari 
mendapatkan pengakuan hukum adalah pelaku nikah akan mendapatkan 
akta ikah sebagai bukti bahwa mereka adalah pasangan sah suami Istri.  
Penetapan itsbat nikah massal yang dilaksanakan oleh pengadilan 
Agama Makassar yang bekerja sama dengan pemerintah kota Makassar 
adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar gedung Pengadilan yang biasa 
diistilahkan dengan pengadilan keliling, yang bertujuan untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan terpadu. 
Penetapan itsbat nikah massal ini dilaksanakan di gedung PKK Kota 
Makassar pada tanggal 27 maret 2014. Jumlah perkara yang masuk yaitu 
406 perkara dengan kata lain jumlah pemohon yaitu 406 pasang. Pada 
persidangan ini perkara diperiksa dan diadili dengan hakim tuggal merujuk 
pada SEMA nomor 3 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan 
Pemeriksaan Perkara Voluntair itsbat nikah dalam Pelayanan Terpadu. 
Pada itsbat nikah ini mayoritas pemohon adalah mereka pasangan yang 
pernikahannya tidak tercatatkan (nikah sirri) yang terjadi setelah tahun 
1974 dimana hampir semua permohonan  dikabulkan. Adapun beberapa 
permohonan tidak dikabulkan karena pihak yang bersangkutan tidak hadir 
pada saat persidangan. 
Melihat banyaknya perkara itsbat nikah pada penetapan itsbat 
nikah massal tersebut yang mayoritas permohonan berasal dari pasangan 
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nikah sirri yang terjadi setelah tahun 1974, maka penulis berkeinginan 
untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim 
dalam memutus perkara itsbat nikah terhadap nikah sirri yang terjadi 
setelah tahun 1974. 
Dalam hal ini, Kamaruddin mengatakan bahwa Dalam Pasal 7 ayat 
3 KHI itu kan juga terdiri dari beberapa sub Pasal a,b,c,d, dan e. Tetapi 
sebagai jalan keluar melihat keadaan sekarang ini, maka hakim 
mengabulkan permohonan mereka dengan mempergunakan huruf e. 
Yang tidak mempunyai halangan berdasarkan UU perkawinan. selama 
persidangan kami menilai mengenai perkawianan mereka, sepanjang 
tidak ada halangan menurut UU perkawinan maka kami kabulkan. Itu yang 
dipakai oleh hakim. Dengan membawa pertimbangan yang lain, melihat 
anak sudah lahir, ada kebutuhan si anak, ini untuk kepentingan si anak, 
untuk akta kelahiran, kami melihat anak itu sebagai korban dari adanya 
perkawinan ini, jadi kami gunakan huruf e ini yang didukung dengan 
pertimbangan mengenai keadaan dan kepentingan si anak tadi. Juga 
melihat apa kah perkawinannya itu tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang2an. Jadi kita pakai alternatif e itu. Ini kan Pasal 3 alternatif, 
bukan kumulatif. Salah satu contoh jika pasangan yang menikah sirri ingin 
mengitsbatkan perkawinannya tetapi tidak ada kepentingan yang lain 
seperti anak belum ada, belum ada anak yang memerlukan akta nikah ini 
maka kami juga tidak langsung menerapkan huruf e ini, dengan kata lain 
kami tolak permohonan tersebut. Tidak ada pendukung yang mendesak 
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kepentingan itu. Maka hakim tidak boleh mengabulkan permohonan 
tersebut. sudah banyak kasus yang ditolak yang seperti itu. Kami menolak 
dengan tegas karena mereka hanya ingin mempersubur nikah sirri saja 
kalo begini. Mengenai itsbat nikah massal yang dilaksanakan oleh 
pengadilan agama makassar, para pemohon adalah rata-rata pasangan 
yang sudah memiliki anak yang kebanyakan anak dari mereka sudah ada 
yang bersekolah, ada yang sudah besar. Yah tentu saja anak tersebut 
kesulitan ketika ingin mendaftar kerja misalnya karena tidak lengkapnya 
berkas seperti tidak adanya kartu keluarga. Kala perkawinan mereka 
terbukti tidak melanggar apa sih salahnya kita pakai huruf e.35 
Lebih lanjut Muh iqbal menjelaskan, alasan kita menerima dan 
mengabulkan kebanyakan perkara itsbat nikah yang masuk, walaupun itu 
nikah sirri yang terjadi setelah tahun 1974, seperti pada Itsbat Nikah 
massal kemarin adalah kami melihat dari sisi kemaslahatan, untuk 
menanggulangi masa depan si anak. Memang kalau pendekatan normatif 
itu memang tidak diperkenankan untuk diitsbatkan tapi ingat bahwa hakim 
itu bukan corong undang-undang, hakim juga tidak boleh menolak perkara 
yang dilimpahkan kepadanya. Dalam hal ini hakim wajib menggali nilai-
nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, biasanya kebanyakan 
pasangan menikah sirri karena di daerahnya itu sudah menjadi kebiasaan 
dan terkadang sudah menjadi adat. Kemudian menurut saya, sepanjang 
itu memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam hukum islam ya kami 
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Kamaruddin, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama, Makassar, 18 September 2014. 
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terima dan kabulkan permohonan dari pasangan tersebut meskipun nikah 
sirri tersebut terjadi setelah tahun1974. Jadi ujung2nya Pasal yang kami 
gunakan kalau saya yaitu Pasal 7 ayat 3e. Itu nikah sirri tidak otomatis 
juga bisa dikabulkan tidak otomatis juga kami tolak. Kami tetap memeriksa 
keadaan perkawinan tersebut, jngan sampai ini itsbat nikah dalam hal 
poligami tetapi belum mendapat izin dari istri sebelumnya atau ini itsbat 
nikah untuk poliandri kan jelas2 tidak dibolehkan.36 
Kemudian Anas Malik berpendapat, Pasal 7 Ayat (3e) sebenarnya 
mengantisipasi pernikahan sirri yang terjadi bukan karena ketidak patuhan 
pasangan tersebut. boleh jadi mereka tidak tahu, boleh jadi keadaan yg 
membuat mereka melakukan nikah sirri, misalnya perkawinan yang terjadi 
di pulau yang KUAnya jauh, mereka akan lebih memilih untuk menikah 
tidak dihadapan atau tidak dengan sepengetahuan pegawai pencatat 
nikah. Perkawinan mereka sudah sesuai dengan hukum islam, syarat dan 
rukun sudah terpenuhi, tetapi KUAnya yang jauh jadi mereka menikah sirri 
saja. Persoalan2 seperti itulah yang dicover dan diantisipasi oleh Pasal 7 
ayat 3 e ini. Pasal 3 e ini mengantisipasi fakta2 yang terjadi di lapangan 
yang bertentangan dengan UU. Seperti faktanya perkawinannya tidak 
tercatat tetapi mereka tinggal di gunung atau pulau yang terpencil yang 
sulit dijangkau oleh PPN. Huruf d bertentangan tetapi e tidak. Ada 
pelenturan aturan atau pelenturan hukum yang ada.37 
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Muh Iqbal, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama, Makassar, 18 September 2014. 
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Anas Malik, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama, Makassar, 18 September 2014. 
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Secara singkat Pertimbangan dan dasar hukum seorang Hakim 
Pengadilan Agama Makassar dalam mengabulkan itsbat nikah terhadap 
nikah sirri yang pernikahannya dilakukan setelah tahun 1974 adalah 
sebagai berikut: 
1. Kamaruddin: Pada perkara itsbat nikah khususnya pada penetapan 
itsbat nikah massal yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan 
Agama Makassar, selama persidangan hakim menilai megenai 
perkawianan mereka, sepanjang tidak ada halangan menurut UUP, 
maka permohonan dikabulkan. Itu yang dipakai oleh hakim dengan 
membawa pertimbangan yang lain, seperti melihat anak sudah 
lahir, ada kebutuhan si anak. Jadi ini untuk kepentingan si anak, 
untuk akta kelahiran, hakim melihat anak itu sebagai korban dari 
adanya perkawinan ini,  jadi hakim menggunakan Pasal 7 Ayat (3e) 
KHI yang didukung dengan pertimbangan mengenai keadaan dan 
kepentingan si anak tadi. Juga melihat apa kah perkawinannya itu 
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.  
2. Muh Iqbal: Mengabulkan permohonan mereka adalah semata-mata 
untuk kemaslahatan, walaupun secara aturan itu tidak 
diperkenankan, tetapi perlu diingat bahwa hakim itu bukan corong 
undang-undang. Jadi hakim memutus perkara dengan melihat 
pertimbangan yang lain, tidak selalu berfokus pada peraturan. 
Pertimbangannya itu adalah kemaslahatan untuk melindungi masa 
depan si anak. 
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3. Anas Malik: Dalam memeriksa dan memutus perkara itsbat nikah 
yang terjadi setelah tahun 1974, salah satu contohnya pada 
penetapan itsbat nikah massal ini, hakim mempergunakan Pasal 7 
Ayat (3e) KHI dalam mengabulkan pemohonan. Pasal tersebut 
merupakan bentuk antisipasi terhadap fakta yang bisa saja terjadi 
bagi pasangan nikah sirri yang sebenarnya melangsungkan nikah 
sirri bukan karena ketidak patuhan terhadap Undang-Undang. 
Ketidak tahuan pasangan mengenai pencatatan nikah atau 
keadaan yang membuat mereka nikah sirri, hal tersebut bisa saja 
menjadi alasan sehingga mereka melangsungkan perkawinan yang 
tidak tercatat tersebut. Dalam itsbat nikah, Pasal ini lah yang 
mengcover hal tersebut. 
Berdasarkan pendapat hakim di atas dapat diketahui bahwa 
pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan majelis 
hakim ketika mengabulkan perkara itsbat nikah tersebut yaitu Menurut 
mejelis Hakim pertimbangan dasar hukum  dalam memeriksa dan 
mengabulkan itsbat nikah tersebut diantaranya: 
1. Alasan Maslahah mursalah artinya seorang hakim bersedia 
mengabulkan perkara itsbat nikah berdasarkan pertimbangan 
kemaslahatan anggota keluarga, Melihat anak sudah lahir yang 
tentu kedepannya akan ada banyak kepentingan dari si anak yang 
sangat perlu dilindungi. Misalkan seorang anak yang ingin masuk 
sekolah namun tidak mempunyai Akta kelahiran, sedang untuk 
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mengurus akta kelahiran dibutuhkan akta nikah, karena orang 
tuanya melakukan nikah sirri maka akhirnya mereka mengitsbatkan 
nikah mereka demi anaknya. Dengan mengabulkan permohonan 
dari pihak orang tua maka akta nikah akan terbit sehingga 
kepentingan si anak kedepannya akan terlindungi oleh hukum. Hal 
inilah yang menjadi dasar bagi seorang hakim mengabulkan Itsbat 
nikah.  
2. Karena Nikah sirri bagi sebagian masyarakat daerah merupakan 
sebuah kebiasaan, dan seorang hakim tidak boleh menolak perkara 
yang dilimpahkan kepadanya sehingga diharuskan menggali hukum 
adat setempat, hakim bukan corong Undang-undang, dalam hal ini 
hakim berpedoman pada kaidah fiqh Al adah al muhakamah (adat 
merupakan sebuah hukum) dan dar’ul mafasyid maqomu ala jalbul 
masholeh. Walaupun oleh pernikahan sirri dilakukan oleh orang 
yang mampu sekalipun. 
3. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dijelaskan dalam Pasal 7 
ayat 3(e), “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak 
mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. Tahun 1974”. 
Pasal ini juga yang dijadikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama 
Makassar, sebagai dasar mengabulkan itsbat nikah. Karena dalam 
pandangan Majelis Hakim, Pasal tersebut merupakan bentuk 
antisipasi (cover) terhadap fakta yang bisa saja terjadi bagi 
pasangan nikah sirri yang sebenarnya melangsungkan nikah sirri 
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bukan karena ketidak patuhan terhadap Undang-Undang. Selama 
pernikahan tersebut sah (sesuai rukun-syaratnya) menurut syariah 
Islam maka ia dianggap tidak mempunyai halangan untuk 
mengitsbatkan perkawinannya. 
Untuk alasan nomor 3 diatas penulis mempunyai pandangan lain 
terkait dengan Pasal 7 Ayat 3 (e) yang berbunyi, “Perkawinan yang 
dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan 
menurut UU No. 1 Tahun 1974”. Menurut penulis sesungguhnya pasal ini 
berfungsi untuk mennguatkan ayat-ayat sebelumnya seperti ayat 3a, 3b, 
3c, 3d, menurut penulis yang dimaksud dengan “mereka yang tidak 
mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974” yang 
dimaksud “mempunyai halangan perkawinan” disini adalah ketika ada 
seorang pelaku nikah sirri yang menikah setelah Tahun 1974 kemudian 
mengitsbatkan pernikahnya, maka hal ini sudah melanggar ketentuan dari 
UU No. 1 Tahun 1974. Artinya jika sudah melanggar ketentuan UUP, 
maka perkawinannya tidak boleh diitsbatkan. Sedangkan menurut hakim 
pengadilan Agama Makassar yang dimaksud dengan kata “mempunyai 
halangan perkawinan” disini adalah mawni’un nikah seperti saudara 
sepersusuan, sesama muhrim dan lain sebagainya.38 
Karena sudah jelas bahwa setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan terutama dalam pasal 2 ayat (2) yang menjelaskan, 
“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 
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yang berlaku”. Maka setiap perkawinan yang berlangsung harus 
dicatatkan sehingga tidak ada lagi namanya penikahan sirri, sehingga 
seharusnya seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara itsbat 
terhadap pernikahan sirri yang dilakukan setelah tahun 1974. Pada 
dasarnya hal ini merupakan dilema bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama 
Makassar, Karena disatu sisi harus tunduk pada sebuah aturan 
perundangundangan, namun disatu sisi pula seorang hakim juga harus 
mempertimbangkan kemaslahatan umat. 
 
2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Makassar mengenai dampak 
yang terjadi serta solusi yang diberikan ketika permohonan Itsbat 
Nikah terhadap nikah sirri yang terjadi setelah berlakunya UU No. 
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikabulkan. 
Selanjutnya penulis melanjutkan dengan pertanyaan mengenai 
dampak yang terjadi ketika permohonan itsbat nikah terhadap nikah sirri 
yang terjadi setelah tahun 1974 dikabulkan. Dalam hal ini, Kamaruddin 
mengatakan bahwa dari setiap perkara itsbat nikah yang dikabulkan oleh 
hakim, serta melihat banyaknya perkara itsbat nikah yang masuk di 
pengadilan Agama, salah satu contohnya yaitu itsbat nikah massal 
kemarin yang jumlah permohonan itu sangat banyak. para hakim terutama 
saya sendiri menyadari akan dampak yang bisa muncul dan bahkan 
menurut saya dampak tersebut sudah terjadi. Masyarakat sudah banyak 
yang berfikiran menggampangkan dan meremehkan pentingnya 
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pencatatan nikah ini, “biarlah nikah sirri dulu, kan nantinya bisa 
diitsbatkan”. Kemudian jika hal ini terus berlangsung maka nikah sirri di 
negara kita ini akan semakin subur, sehingga tak jarang pasangan nikah 
sirri baru mensahkan perkawinannya jika ada permasalahan yang 
dihadapi, permasalahan terhadap kepentingan anak misalnya. Kalau tidak 
ada permasalahan yang diahadapi, mereka diam saja, tidak 
memperdulikan mengenai perkawinannya tersebut, walaupun belum sah 
menurut hukum yang penting sudah sah menurut agama. pemerintah 
harus turun tangan dengan cepat untuk hal ini, menurut saya kebanyakan 
masyarakat punya pola pikir kalau nikah sirri aja sah menurut agama 
kenapa harus di catatkan, jadi yang harus kita rubah dulu adalah pola fikir 
dari masyarakat itu. Caranya dengan penyuluhan, sosialisasi tentang 
pentingnya pencatatan nikah (nikah resmi) ke pada masyarakat, sah 
secara agama sekaligus mendapat pengakuan dan perlindungan hukum 
sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 
1974. Penyuluhan sperti ini harus terus dilakukan  dengan melibatkan 
para pihak dan instansi yang terkait.39 
Kemudian Muh Iqbal berpendapat, walaupun dalam UUP sudah 
jelas bahwa semua perkawinan harus dicatatkan tapi mau bagaimana lagi 
ini kan fakta yang ada dimasyarakat. Kalau tidak kita itsbatkan ya kasihan 
korbannya itu sendiri. Mengenai dampak, Kalau dampak positifnya untuk 
memberikan perlindungan hukum terhadap si anak, kalau dampak 
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negatifnya salah satunya, pelaksanaan UUP belum berlaku efektif. 
Dampak negatif yang lain adalah menjadikan masyarakat berfikiran 
sudahlah gak usah pake aturan-aturan Negara yang penting nikah sudah 
sah menurut agama, nah dari pandangan tersebut nanti akan 
memunculkan stigma bahwa Negara tidak usah ikut campur dalam 
masalah agama. Mengenai solusi, harus ada penyuluhan ke desa-desa, 
biar masyarakat bisa tahu pentingnya pencatatan nikah ini. Selain 
penyuluhan bisa juga dari pihak KUA memberikan pemahaman kepada 
masyarakat mengenai perkawinan, segala hal mengenai perkawinan 
melalui pengajian-pengajian.40 
Lebih lanjut Anas malik menjelaskan bahwa itsbat nikah terhadap 
nikah sirri baik nikah sirri yang terjadi karena ketidak patuhan terhadap 
peraturan ataupun yang terjadi bukan karena tidak patuh dengan jelas 
akan menimbulkan dampak, saya kira dampak utama yaitu pengaruh 
pada penertiban hukum kedepannya, terhadap kepercayaan terhadap 
UUP itu sendiri, masayarakat seakan menyepelekan UU tersebut. pada 
UU tersebut dapat difahami bahwa setelah berlakunya UU ini tidak ada 
lagi perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi kan dalam kenyataan tidak 
seperti itu dan itu jelas merupakan dampak negatif. Dampak negatif yang 
lain adalah seolah-olah mereka itu mempermainkan hukum islam yang 
asalnya nikah sirri itu boleh ternyata disalah gunakan, dan yang lebih 
parah lagi jika ada orang yang mempunyai iktikad tidak baik, mengaku 
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telah nikah sirri kemudian mengajukan permohonan itsbat nikah karena 
sebelumnya sudah kumpul kebo dan sudah punya anak. Untuk 
mengantisipasi hal semacam ini, majelis hakim harus hati-hati dalam 
memeriksa perkara itsbat nikah ini. Dalam tahap pembuktian baik bukti 
surat maupun bukti saksi harus diperiksa sedemikian rupa, bahkan saksi-
saksi yang menyaksikan pernikahan sirrinya, atau wali nikahnya dan 
keluarga dari suami-isteri tersebut dipanggil dan dihadirkan dalam 
persidangan untuk dimintai keterangan. Dampak positifnya juga ada, 
dampak positifnya pastinya mereka (pelaku nikah sirri) bahagia karena 
pernikahannya diitsbatkan dan mendapatkan akta nikah. Mengenai 
dampak yang terjadi ini, pemerintah sebenarnya sudah ada upaya yang 
dilakukan untuk meredam dampak tersebut, seperti misalnya dengan 
adanya UU kependudukan tentang KTP, akte kelahiran yang ketat yang 
lama-lama akan mengurangi pelaku nikah sirri yang akhirnya kan dampak-
dampak tersebut juga akan berkurang. Kalau saya sendiri itu yah 
sosialisai, harus sosialisasi untuk menyamakan persepsi tentang 
pelaksanaan pencatatan nikah itu dan sosialisasi ini harus melibatkan 
banyak pihak. Kalau kami dari pihak Pengadilan kan hanya terbatas 
terbatas pelaksanaan dan penyelesaian sengketa, adapun kenapa bisa 
tidak tercatat itu dan terjadi pelanggaran kan permaslahan pada aparat 
seperti lurah, KUA, imam, yang melibatkan Departemen Agama dan 
Kementrian Agama.41 
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Secara singkat pandangan para hakim mengenai dampak yang 
terjadi serta solusi yang diberikan ketika itsbat nikah terhadap nikah sirri 
setelah tahun 1974 dikabulkan adalah sebagai berikut: 
Dampak-dampak yang terjadi di masyarakat: 
a. Dampak positif 
1) anak mendapatkan perlindungan hukum. 
2) mereka pasangan nikah sirri merasa bahagia karena 
pernikahannya diitsbatkan dan mendapatkan akta nikah. 
b. Dampak negatif 
1) masyarakat sudah banyak yang menggampangkan dan 
menyepelekan pencatatan nikah ini. 
2) mernikahan sirri di Indonesia akan semakin subur. 
3) pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan 
belum berlaku efektif. 
4) menimbulkan fikiran terhadap masyarakat bahwa sah 
menurut Agama itu sudah cukup, sehingga tidak perlu pakai 
aturan-aturan Negara. 
5) kepercayaan terhadap UU perkawinan berkurang, 
masyarakat seakan menyepelekan UU tersebut. 
6) pelaku nikah sirri seakan mempermainkan hukum islam yang 
asalnya nikah sirri itu boleh ternyata disalah gunakan. 
Adapun solusi yang diberikan majelis hakim untuk menanggulangi 
dampak tersebut sehingga bisa lebih menertibkan pengaturan perkawinan 
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kedepannya yaitu dengan memberikan saran kepada pihak terkait seperti 
KUA, DEPAG, PA, serta Pemerintah pusat untuk memberikan sosialisasi, 
dan penyuluhan tentang manfaat nikah resmi (dicatatkan nikahnya) 
secara berkelanjutan dan terpadu artinya kegiatan tersebut harus 
dilakukan secara terus-menerus dan menjadi agenda rutin. Berusaha 
memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa ketika kita 
mencatatkan pernikahan kita di KUA maka sebagai akibatnya kita akan 
mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia. Sebaliknya jika kita 
melakukan pernikahan sirri maka kita akan sulit mendapatkan 
perlindungan hukum karena kita tidak mempunyai bukti sah (buku nikah) 
sebagai suami isteri. Penyuluhan tersebut dilakukan di berbagai daerah 
daerah terutama didesa desa yang rawan terjadinya praktik Nikah Sirri. 
Karena tanpa adanya peran serta semua pihak maka sampai kapanpun 
pernikahan sirri akan selalu terus ada dan hal ini akan mengganggu 
perkembangan penduduk Indonesia. 
Akta Nikah adalah sebagai bukti otentik sahnya suatu perkawinan 
seseorang yang sangat bermanfaat bagi diri dan keluarganya (istri dan 
anak-anaknya) untuk menolak kemungkinan dikemudian hari adanya 
pengingkaran atas perkawinannya dan merupakan akibat hukum dari 
pernikahan tersebut. Namun tidak semua masyarakat memahami akan hal 
ini. Banyak dari masyarakat yang memilih untuk melakukan Nikah Sirri 
sebagai jalan keluar untuk melegalkan hubungan mereka. Masyarakat 
banyak yang kurang memahami akan dampak yang ditimbulkan dari 
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pernikahan sirri. Walaupun pernikahan tersebut sah menurut agama 
namun mereka tidak akan mendapat perlindungan hukum dari Negara 
karena dalam pandangan Hukum Positif, mereka belum dikatakan sebagai 
suami istri yang sah. Karena mereka tidak memiliki akta nikah sebagai 
bukti. Namun demikian, banyak dari masyarakat yang pada awalnya 
melakukan nikah sirri dan pada akhirnya mereka melakukan Itsbat nikah 
di kantor Pengadilan Agama. 
Adapun berkaitan hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga 
pencatatan negara, pada dasarnya fungsi pencatatan pernikahan pada 
KUA dan lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat 
bukti (bayyinah) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah 
melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah satu bukti yang 
dianggap absah sebagai bukti adalah dokumen resmi yang dikeluarkan 
oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, 
tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia 
dijadikan sebagai alat bukti di hadapan majelis peradilan, ketika ada 
sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir 
akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan 
lain sebagainya. 
 
 
 
 
62 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Makassar dalam memutus 
perkara itsbat nikah terhadap pernikahan sirri yang dilakukan 
setelah terbitnya UUP khususnya pada penetapan itsbat nikah 
massal adalah semata-mata untuk kemaslahatan umat, untuk 
menjaga kemaslahatan anggota keluarga dari pemohon, 
melindungi kepentingan anak yang lahir kemudian dari pasangan 
tersebut. Kemudian seorang hakim mempunyai prinsip bahwa 
setiap perkara yang masuk dalam lingkungan Peradilan agama 
haruslah diterima, hakim bukan corong Undang-Undang, termasuk 
pernikahan sirri yang dilakukan setelah terbitnya UU No. 1 Tahun 
1974. Untuk permasalahan dikabulkan atau tidak itu berdasarkan 
keputusan Majelis Hakim. Selain itu majelis hakim berpedoman 
pada Pasal 7 ayat (3e). 
2. Hakim di Pengadilan Agama Makassar menyadari akan dampak 
yang terjadi apabila setiap perkara Itsbat nikah di Pengadilan 
Agama Makassar dikabulkan, utamanya perkara nikah sirri, 
diantaranya yaitu: banyaknya masyarakat yang meremehkan 
pentingnya pencatatan nikah dan pembuatan akta nikah karena 
mereka berfikir bahwa hal itu dapat dilakukan kapan saja. Selain itu 
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juga akan semakin menjadi kebiasaan yang berkelanjutan dalam 
masyarakat Indonesia akan aktifitas pernikahan sirri ini yang 
akhirnya akan mempersubur status pernikahan ini. Selanjutnya 
solusi yang diberikan untuk  permasalahan ini yaitu dengan 
menyarankan kepada pihak-pihak terkait seperti DEPAG, KUA, PA, 
serta pemerintah pusat untuk selalu memberikan penyuluhan 
secara berkelanjutan dan terpadu jika perlu menjadi agenda rutin 
mengenai pentingnya pencatatan nikah. Karena selama ini Majelis 
hakim mengamati bahwa penyuluhan yang dilakukan sangat minim 
dan cenderung spontanitas dan tidak terpadu. 
 
B. Saran 
1. Pernikahan Sirri yang dilakukan Masyarakat selama ini cenderung 
membawa banyak kerepotan dan mudhorot. Untuk itu sebaiknya 
Pengadilan Agama Kota Makassar lebih mempersempit lagi 
terhadap pengabulan perkara Itsbat nikah terhadap perkawinan sirri 
yang dilakukan setelah terbitnya UU No. Tahun 1974. Disamping 
itu pemerintah seharusnya membuat suatu aturan baru mengenai 
itsbat nikah karena aturan yang sekarang dinilai sudah tidak sesuai 
dengan perkembangan zaman dan sudah banyak menuai 
kontroversi. 
2. Perlu ada tindak lanjut bagi pihak terkait seperti DEPAG, KUA, PA, 
serta pemerintah pusat terkait dengan penyuluhan tentang 
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pencatatan Nikah bagi masyarakat, khususnya masyarakat desa 
yang masih belum mempunyai pengetahuan luas akan pentingnya 
pencatatan nikah.  
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